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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena hanya atas curahan rahmat dan ridho-Nya, Rencana Kerja (Renja) Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah
selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran, disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Penyusunan Renja Badan
Pendapatan Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) ini juga
menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada

tahun 2022 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi.

Berpedoman pada Renstra bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara
program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang
disusun dalam Renja dengan Renstra. Berpedoman pada RKPD bertujuan untuk
memastikan bahwa program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah

selaras dengan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Dalam perspektif yang lebih luas rencana kerja dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik
yang perlu mendapat tanggapan, usulan, saran dan pendapat dari masyarakat yang

pada gilirannya dapat dipergunakan sebagai bahan perbaikan kinerja maupun dasar

kerangka perumusan regulasi serta penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang.




Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang
telah memberikan sumbangsih berharga dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022. Kami berharap Renja Tahun 2022 ini dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh stakeholder yang terkait, sehingga
dapat berkontribusi signifikan dalam mendorong terwujudnya Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2022.

Ambon, April 2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Maluku,

Dr. DUALALUDIN SALAMPESSY, S.Pi., M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 19710212 199803 1 012
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1.

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana
Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra
Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan
dengan peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan
kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memberikan kemajuan
pembangunan dengan ciri khas dan potensi daerah dan sesuai dengan

sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi
Maluku sebagaiman termuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku
dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas
dan Fungsi Susunan dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku, Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Maluku bertugas melaksanakan pungutan pendapatan Daerah dan

Pajak Daerah juga sebagai Koordinator Pendapatan Daerah.




Sejalan dengan Visi Gubernur dan Weakil Gubernur Provinsi Maluku masa
kepemimpinan Tahun 2019-2024 yakni: “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih
dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan
Kepulauan”, maka diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah
dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan kebijakan Strategis Pembangunan di
Tahun 2022 yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Maluku.

Untuk dapat mewujudkan Visi Misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Maluku menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 sebagaimana proses Penyusunan Rencana

Kerja Organisasi Perangkat Daerah tampak pada dalam Gambar 7 dibawah ini :
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2. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2022 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-
unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi
dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum
dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022.
b. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :
1) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan
memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD;

2) Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020, review
pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 yang selanjutnya dijadikan acuan
untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2022;

3) Menyatukan tujuan kegiatan semua bidang dalam rangka pencapaian visi

dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku;

4) Memberikan arah dan pedoman bagi semua bidang di lingkungan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun RKA OPD;

5) Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target
kinerja penyelenggaraan fungsi OPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Maluku;

6) Memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke
dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA-PAS) Tahun 2022.

7) Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.




LANDASAN HUKUM

Dasar Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
dilakukan dengan tetap mengacu kepada :

1.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014  tentang  Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025 ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan
Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas

dan Fungsi Susunan dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku.




4. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Tugas dan Fungsi Susunan dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku, maka
kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan
prasarana pendukung yang dibutuhkan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
mempunyai tugas melaksanakan pungutan Pendapatan Daerah, Koordinator

Pendapatan Daerah, serta Pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
menjalankan fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan,

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
pendapatan;

4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

6. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5. STRUKTUR ORGANISASI
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku merupakan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dengan susunan

organisasi kelembagaan sebagai berikut dan tampak Seperti Gambar 2 dibawah ini:

(1) Kepala Badan

(2) Sekretaris

(3) Bidang Pajak Daerah ;

(4) Bidang Retribusi Daerah dan

(5) Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain;

(6) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari:
a. UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Maluku Tengah di Masohi;
b. UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Maluku Tenggara di Langgur;

UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Kepulauan Aru di Dobo;

d. UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;




e. UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Buru di Namlea;

ba!

UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Seram Bagian Timur di Bula;
UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Seram Bagian Barat di Piru;

> o

UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon di Ambon;

UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Buru Selatan di Namrole;
j.  UPTD Pelayanan Pendapatan Banda di Banda Neira;
k. UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Tual di tual;

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MALUKU

KEPALA BADAN

Dr. DJALALUDIN SALAMPESSY, S.Pi.
M.Si NIP. 19710212 199803 1012

SEKRETARIS
Dra. FREDNA SALAMOR, MM
KELOMPOK JABATAN NIP. 19630503 198503 2 010
FUNGSIONAL |
KASUBAG. PERENCANAAN & KASUBAG. 'ﬁ,‘l’gﬁAWAm“ DAN
KEUANGAN
SITTI MARZIAH HAJARP, S.E
SUTMARZADHASRP.S.E R.A.U. HASSANUSS, S.Sos
NIP. 19760312 200604 2 025 NIP. 19690806 198909 2001
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA UPTD
PAJAK DAERAH RETRIBUSI DANA PERIMBANGAN DAN PLL PELAYANAN PENDAPATAN
o & SITI MARJAM MASUKU, S.Sos ZAINUDDIN WIWI, S.E, M.M 11 KABUPATEN/KOTA
%{% NIP. 19701222 199903 2 003 NIP. 19640705 198603 1 001 12 UPTD
KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB BAGIAN
PENGENDALIAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN LAIN - LAIN TATA USAHA
— OPERASIONAL - RETRIBUSI —
ANWAR PELU. S.Sos 11 KABUPATEN/KOTA
MUHAMMAD SADDAD PAWA., SE VECTOR DONICS HALLATU, S.STP, M.Si NIP. 19720617 2001121 004 12 UPTD
‘NIP. 19710625 200501 1 010 NIP. 19830804 200112 1001
KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB BIDANG KEPALA SEKSI
BBN-KB DAN PKB | | PENERIMAAN BUMD | | DANA PERIMBANGAN PENETAPAN DAN PENAGIHAN
| DANTJIE KAYADU, S.S 11 KABUPATEN/KOTA
ELSA MARYA SOLAIMAN, SE, M.Si VA GRACIA MANUBUTLY, SE NIP. 19661103 199002 1 001 12 UPTD
NIP. 19720313 199203 2 003 NIP. 19740924 200012 2 002
KEPALA SUB BIDANG
KEPALA SUB BIDANG
KEPALA SUB BIDANG EVALUASIDAN PELAPORAN REKONSILIASIDAN EVALUASI
PBB-KB DAN PAJAK LAINNYA - — PENDAPATAN
| | . SITTI ZUBAIDAH MARASABESSY, S.Sos MUHAMAD SYUKRI MAHU. S.Hut
A 0315 200015 5 e NIP. 19710506 200312 2 007 NIP. 19720212 200112 1 002

Gambar 2

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menunjang kelacaran tugas-tugas kedinasan pada Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Maluku , jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini berjumlah 70 (tujuh

puluh) orang sebagaimana tergambar pada Grafik-grafik dibawah ini :




Grafik 1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
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Grafik 2. Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Eselon
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
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Dalam menunjang kelancaran tugas — tugas kedinasan pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Maluku juga telah di bantu oleh Pegawai Non Pegawai Negeri
Sipil dari berbagai latar belakang Pendidikan Formal sebanyak 69 (Enam Puluh

Sembilan) orang yang tersebar pada masing -masing bidang.

SISTIMATIKA PENULISAN
1. Bab | - PENDAHULUAN
Bab ini berisi Latar Belakang, Maksud dan tujuan, Landasan Hukum, Tugas dan

Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Sistematika Penulisan.
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2. Bab Il — EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI MALUKU
Bab ini menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu
dan Capaian Rencana Strategis OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu
Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan
Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

3. Bab Il - TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran
serta Program dan Kegiatan.

4. Bab IV - Penutup,

Bab ini berisi kesimpulan secara umum yang ingin dicapai dengan penyusunan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.




BAB IT

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2022
adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Srategis Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2019 — 2024.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja ( RENJA ) Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Maluku menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan
oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku selama tahun 2020 dan

perkiraan target tahun 2022.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra OPD merupakan tolak ukur
sejauh mana program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang
diharapkan. Evaluasi capaian kinerja sangat diperlukan untuk dapat mengetahui
apakah realisasi program dan kegiatan sudah memenubhi target kinerja yang sudah

direncanakan.

Evaluasi capaian kinerja tahun lalu sangat diperlukan dan dapat digunakan untuk

perbaikan perencanaan dan kinerja OPD pada tahun berikutnya.

Didalam Renstra maupun pelaksanaan Renja ada beberapa program/kegiatan
yang belum memenuhi target yang di harapkan hal ini disebabkan adanya
penambahan program  dan kegiatan pada waktu penyusunan KUA-PPAS dan
RKA OPD oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sehingga terdapat
program/kegiatan baru diluar Renstra/Renja OPD yang telah disusun.

Adapun Evaluasi Hasil Renja OPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

pada Tahun 2020 tampak sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.

B. Analisa Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 disusun dengan
mengukur capaian Indikator Sasaran, dikarenakan setiap sasaran dan indikatornya

diasumsikan mempunyai hubungan sebab — akibat dengan berbagai kegiatan

pendukungnya.




Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan
prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah
mengukur target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen
dari pimpinan dan seluruh staf dibawahnya untuk mencapai hasil yang diinginkan

dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan.

Pada akhir tahun 2020, target kinerja (performance plan) dibandingkan dengan
realisasinya, sehingga apabila ditemukan celah kinerja (performance gap). Maka
kemudian harus dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak-maksimalannya. Hal
inilah yang kemudian diupayakan pemecahannya melalui strategi demi

peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Untuk lebih jelas terkait dengan perkembangan kinerja Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tergambar pada tabel 1 (Pencapaian Kinerja)

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 dibawah ini:
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ISU-1SU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

C.

Dalam rangka memberikan penguatan terhadap VISI Gubernur dan Woakil

Maluku masa kepemimpinan Tahun 2019-2024 vyakni

Provinsi

Gubernur

“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam

Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”, maka Analisis isu-isu




strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan

yang telah dilakukan sebelumnya.

Birokrasi sebagai unsur terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan harus mampu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah
masyarakat, untuk itu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku diharapkan
dapat melakukan perubahan dan menata sistem serta prosedur pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang
merupakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, serta menunjang sistem

pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih dan berwibawa.

Adapun Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Maluku adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan guna
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, diantaranya :

- Dampak Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Maluku, Indonesia dan
dunia menyebabkan bertambahnya pengangguran, menurunnya daya beli
masyarakat yang berimbas pada recofussing anggaran tahun 2020;

- Peningkatan manajemen mutu pelayanan aparatur pengelola pendapatan
daerah dalam melayani wajib pajak;

- Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya Aparatur yang mempunyai
komitmen dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;

- Peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap
kewajiban membayar pajak;

- Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah yang belum optimal.
- Rendahnya efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur pemerintah;
- Sarana dan prasarana kerja aparatur belum memadai;

- Belum optimalnya sinergitas lintas sektoral.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Maluku, rumusan prioritas
pembangunan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 telah disusun dalam

rencana program kegiatan tahun 2020.

Anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan

kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2020  sebesar
Rp.13.077.145.768,36,- dengan realisasi keuangan Rp.12.558.263.141,- atau




96,03%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.518.882.627,36,-. Anggaran ini

direalisasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Kantor

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Kinerja dan Kelancaran Pelaksanaan
tugas-tugas kedinasan dan Pelayanan Publik yang diimplementasikan melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a)

b)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.57.400.000,-
dengan realisasi keuangan Rp.56.014.500,- atau 97,59% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.385.500,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya benda-benda pos dan jasa pengiriman (Meterai 6.000
sebanyak 500 lembar dan 60 paket pengiriman). Diantaranya paket Notice
Pajak dan Paket kebutuhan operasional kantor ke 12 UPTD di 11
Kabupaten/Kota.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, Listrik dan Telepon

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.220.004.004,-
dengan realisasi keuangan Rp.187.267.269,- atau 72,45% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.32.736.735,-. Capaian kinerja kegiatan
ini adalah :

Keluaran (Output)

Ketersediaan Biaya Air, Listrik dan Telepon untuk Kantor BAPENDA
PROMAL dan 7 Kantor UPTD Pelayanan Pendapatan Kab/Kota selama 12
bulan

Hasil (Outcome):
Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alokasi ~ anggaran  untuk  pelaksanaan  kegiatan ini  sebesar

Rp.294.485.853,60,- dengan realisasi keuangan Rp.292.990.400,00,- atau

99,49% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.495.453,60,-.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

- Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada kantor
Bapenda Promal Dan 7 Kantor UPTD Pelayanan Pendapatan Kab/Kota

- Tersedianya 4 orang Cleaning Service pada Bapenda Promal.

Hasil (Outcome):

Kebersihan dan kenyamanan lingkungan perkantoran.




d)

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.138.021.900,-
dengan realisasi keuangan Rp.133.772.870,- atau 96,92% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.4.299.030,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya ATK untuk Kantor Bapenda Promal dan 7 Kantor UPTD
Pelayanan Pendapatan

Hasil (Outcome):

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.462.770.000,-
dengan realisasi keuangan Rp.432.631.050,- atau 93,49% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.30.138.950,-. Capaian kinerja kegiatan
ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya dokumen penatausahaan keuangan daerah untuk Kantor
BAPENDA PROMAL dan 7 Kantor UPTD Pelayanan Pendapatan
Kab./Kota.

Hasil (Outcome):

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunaan Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,-
dengan realisasi keuangan Rp.49.524.000,- atau 99,05% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.476.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya alat penerangan dan komponen instalasi listrik Kantor
BAPENDA dan 7 UPTD Pelayanan Pendapatan Kab/ Kota.

Hasil (Outcome):

Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.53.295.000,-
dengan realisasi keuangan Rp.53.257.350,- atau 99,93% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.37.650,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat kedinasan.




h

j)

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.402.342.880,-
dengan realisasi keuangan Rp.376.773.300,- atau 93,64% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.25.569.580.

Keluaran (Output) :

Terlaksananya rapat kerja bagi aparatur Bapenda Provinsi Maluku

Hasil (Outcome):

Sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang
pendapatan antara pusat dan daerah maupun provinsi dan
kabupaten/kota.

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
Alokasi ~ anggaran  untuk  pelaksanaan  kegiatan ini  sebesar
Rp.1.791.692.544,- dengan realisasi keuangan Rp.1.704.807.355,- atau
95,15% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.86.885.189,-.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya 51 orang tenaga administrasi teknis perkantoran dan 4 orang
satpam pada Bapenda Provinsi Maluku.

Hasil (Outcome):

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

Penyediaan Jasa/ Sewa Kantor dan Rumah Dinas

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.185.000.000,-
dengan realisasi keuangan Rp.182.000.000,- atau 98,38% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.3.000.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Ouiput) :

Tersedianya rumah dinas pimpinan pada 5 UPTD Kab/Kota (Saumlaki,
Dobo, Tiakur, Namrole dan Kota Tual)

Hasil (Outcome):

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

Program ini bertujuan untuk Meningkat Kualitas dan Kuantitas Sarana dan
Prasarana Aparatur yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:

a)

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.108.100.000,-
dengan realisasi keuangan Rp.107.957.200,- atau 99,87% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.142.800,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa : Lemari Arsip 9 buah,
Kursi Sofa (Kecil) 1 set, Kursi 27 buah, Meja Kerja 14 buah, Kursi roda 1
buah, Dispenser 1 buah.




b)

d)

Hasil (Outcome):
Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.388.440.100,-
dengan realisasi keuangan Rp.370.755.300,- atau 95,45% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp17.684.800,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa : Laptop Cor i7 2 unit,
Computer PC all in One 10 Unit, CCTV 12 unit.

Hasil (Outcome):

Kelancaran pelaksanaan tugas — tugas perkantoran.

Pembangunan Gedung Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini  sebesar
Rp.3.578.777.597,76,- dengan realisasi keuangan Rp.3.522.702.500,00,-
atau 98,43% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.56.075.097,76,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya 1 unit gedung kantor UPTD Pendapatan Kota Ambon (Samsat
Kota Ambon).

Hasil (Outcome):

Meningkatnya Kualitas Pelayanan.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.175.557.000,-
dengan realisasi keuangan Rp.173.901.000,- atau 99,06% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.656.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :

Terawatnya 1 unit gedung kantor Bapenda Promal dan 6 unit gedung
kantor UPTD.

Hasil (Outcome):

Memperpanjang masa pakai gedung kantor.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.475.665.000,-
dengan realisasi keuangan Rp.430.055.381,- atau 90,41% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.45.609.619,-. Capaian kinerja kegiatan
ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terawatnya sarana perkantoran dengan rincian untuk Bapenda dan UPTD
Bapenda (UPTD Ambon, Namlea, Banda, Tual, Saumlaki, Bula).

Hasil (Outcome) :

Memperpanjang masa pakai kendaraan dinas operasional.




Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.100.225.000,-
dengan realisasi keuangan Rp.92.207.000,- atau 92,00% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.8.018.000,

Keluaran (Output) :

Terawatnya 32 unit AC, 87 unit komputer dan bahan bakar solar untuk
genset 1.904 ltr.

Hasil (Outcome):

Memperpanjang masa pakai peralatan gedung kantor.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini bertujuan untuk Mewujudkan Ketersediaaan Sarana dalam
melaksanakan tugas-tugas kantor melalui kegiatan sebagai berikut :

a)

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.55.400.000,-
dengan realisasi keuangan Rp.54.800.000,- atau 98,92% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.600.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya 1 set pakaian Security bagi 4 Orang dan tersedianya baju Batik
Bapenda dan UPTD Kota Ambon.

Hasil (Outcome):

Keseragaman dan kedisiplinan aparatur.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a)

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.54.087.000,-
dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :

12 orang aparatur mengikuti  Diklat  Pajak  Daerah/Retribusi
Daerah/Penatausahaan Keuangan SKPD/Pendapatan Lain Lain dan
Perimbangan di Jakarta.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur.

5) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
Program ini bertujuan untuk Meningkatkan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan sebagai berikut :

a)

Penyusunan Laporan Perencanaan dan Keuangan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.300.068.000,-
dengan realisasi keuangan Rp.288.298.387,- atau 96,08% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.11.769.613,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :




Keluaran (Output) :

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan keuangan berupa RKA, DPA,
RENSTRA, RENJA,LKIP, LPPD, SPJ.

Hasil (Outcome):

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan.

6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Pelaporan yang Akuntable
dan sistematis yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut

a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Alokasi  anggaran  untuk  pelaksanaan  kegiatan  ini  sebesar
Rp.1.087.222.064,- dengan realisasi keuangan Rp.1.005.035.138,- atau
92,44%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.82.186.926,-.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Ouiput) :
Terlaksananya razia pajak kendaraan bermotor oleh UPTD se-Provinsi
Maluku sebanyak 25.860 Kendaraan Bermotor.
Hasil (Outcome):
Tercapainya realisasi pendapatan pajak daerah sesuai target pada APBD
tahun berjalan.

b) Rekonsiliasi Data dan Evaluasi Penerimaan Retribusi
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.176.165.100,-
dengan realisasi keuangan Rp.172.565.800,- atau 97,96% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.3.599.300,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :
Keluaran (Output) :
Tersedianya Data Pendapatan Daerah yang berasal dari Rekonsiliasi Data
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari OPD dan BUMD, Rekonsiliasi dan
Evaluasi Penerimaan Mess Maluku.
Hasil (Outcome):
Terwujudnya Perumusan Kebijakan dibidang Pungutan Retribusi Daerah.

¢) Rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.115.572.800,-
dengan realisasi keuangan Rp.84.524.000,- atau 73,13% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.31.048.800,-. Capaian kinerja kegiatan
ini adalah :
Keluaran (Output) :
Tersedianya dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah 12
UPTD pada 11 Kabupaten/Kota.
Hasil (Outcome):
Tindak Lanjut dan Koreksi / Umpan Balik Hasil Laporan UPTD.




d)

h)

Pengendalian Rencana Pendapatan Daerah

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.335.980.000,-
dengan realisasi keuangan Rp.312.796.036,- atau 93,10% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.23.183.964,-. Capaian kinerja kegiatan
ini adalah :

Keluaran (Output) :

44 orang aparatur melakukan Rekonsiliasi pendapatan pada 12 UPTD di 11
Kabupaten/Kota.

Hasil (Outcome):

Terciptanya Akurasi Data Pendapatan.

Rapat Koordinasi dan Rekonsilisasi Pajak Daerah

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.269.546.550,-
dengan realisasi keuangan Rp.260.366.639,- atau 96,59% dan fisik,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.9.179.911,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah di 12 UPTD
pada 11 kab/kota.

Hasil (Outcome):

Terwujudnya Data Hasil Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah.

Rekonsiliasi dan Evaluasi Dana Perimbangan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.120.150.200,-
dengan realisasi keuangan Rp.120.107.833,- atau 99,96% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.42.367,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya 4 dokumen Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Transfer dan
Evaluasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan di Kota Ambon.

Hasil (Outcome):

Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Rekonsiliasi dan Evaluasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah.

Monitoring dan Evaluasi UPTD Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.248.500.000,-
dengan realisasi keuangan Rp.236.892.800,- atau 95,33% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.11.607.200,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya data rill kondisi UPTD Pelayanan Pendapatan.

Hasil (Outcome):

Peningkatan kelancaran tugas-tugas kantor.

Asistensi Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH)
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.121.662.300,-
dengan realisasi keuangan Rp.112.873.666,- atau 92,78% dan fisik 100%,




sehingga sisa anggaran sebesar Rp.8.788.634,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :

Terlaksananya Asistensi Penyetoran PNBP SDA dan DBH Pajak. (Kabupaten
Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten SBT).

Hasil (Outcome):

Optimalisasi Penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber
Daya Alam SDA dan DBH Pajak Ke Negara.

;)  Optimalisasi Dana Transfer Pusat Ke Daerah
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.132.435.400,-
dengan realisasi keuangan Rp.131.320.800,- atau 99,16% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.114.600,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :
Keluaran (Output) :
4 orang aparatur melakukan Koordinasi dan asistensi Dana Transfer Pusat
Ke Daerah di Kementerian Dalam Negeri.
Hasil (Outcome):
Peningkatan Pendapatan Dana Transfer Pusat Ke Daerah.

j)  Pelaksanaan Konsultansi, Evaluasi Perda Retribusi dan Koordinasi Potensi
PAD pada Kabupaten/Kota
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.242.109.900,-
dengan realisasi keuangan Rp.225.826.700,- atau 93,27% dan fisik 100%,
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.16.283.200,-. Capaian kinerja kegiatan
ini adalah :
Keluaran (Ouiput) :
Tersedianya 10 laporan Data Potensi PAD Sesuai dengan RANPERDA
Tentang Retribusi Daerah.
Hasil (Outcome):
Peningkatan PAD dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Maluku.

7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme
aparatur yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a) Pembangunan dan Pengembangan system e-Pendapatan
Alokasi  anggaran  untuk  pelaksanaan  kegiatan ini  sebesar
Rp.1.336.469.575,- dengan realisasi keuangan Rp.1.332.151.867,- atau
99,68% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.4.317.708,-.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
- Terbangunnya Sistem Aplikasi Pengembangan e-pendapatan/e-Samsat
pada 11 UPTD
- 6 orang aparatur dan non aparatur melakukan perjalanan dinas dalam
rangka Maintenance pada 11 UPTD Pelayanan Pendapatan Kab/Kota.
Hasil (Outcome):
Kelancaran pelayanan pembayaran pajak daerah Provinsi Maluku.




E. PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT;

Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku di diskusikan
dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Pembahasan
dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil

Musrenbang RKPD Provinsi Maluku dengan Kabupaten/Kota.

Pada forum organisasi perangkat daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang
ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku selaku Perangkat
Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan Perguruan tinggi. Usulan yang
disampaikan saat pembahasan bersifat masukan dan harapan terhadap

melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

OPD : Badan
Pendapatan = Daerah | Program/ | Lokasi | Indikator | Besaran/ Catatan
Provinsi Maluku Kegiatan Kinerja Volume
1 2 3 4 5 6
1 - i - - -
2 - - - - -

F. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
a) Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan Tahun 2020, Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku menemui beberapa permasalahan,

diantaranya:

1. Belum tercukupinya Sumber Daya Manusia, keuangan, sarana prasarana dan
manajemen untuk menyelenggarakan pelayanan public secara maksimal;

2. Belum optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Alokasi
Dana Transfer dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah Provinsi

Maluku.
b) Upaya Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan kedala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Maluku dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :




1. Belum tercukupinya Sumber Daya Manusia, keuangan, sarana prasarana dan
manajemen untuk menyelenggarakan pelayanan public secara maksimal;
e Telah dibangunnya Sistem e-SAMSAT (Data Center, Jaringan V-Sat, dan lain-
lain) dimana pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor telah terintegrasi antar
11 (sebelas) Kabupaten/Kota sehingga akuntabilitas pengelolaan Pendapatan
Daerah dapat lebih ditingkatkan.

e Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor telah dilakukan langsung dengan
melibatkan pihak Bank Maluku, sehingga meminimalkan kemungkinan

penyelewengan dana pajak daerah.

e Telah dibangunnya SAMSAT Drive-Thru untuk pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor, sehingga Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran langsung
dengan tetap berada diatas kendaraannya baik kendaraan roda 4 (empat)
maupun kendaraan roda 2 (dua) untuk mempermudah dan mengurangi

waktu antrian saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

e Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Keterbatasan dan kemampuan
kualitas SDM adalah dengan memfasilitasi dan mengikut-sertakan aparatur
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam Kegiatan Bimbingan

Teknis Teknisi Jaringan IT di Jakarta pada Tahun 2019.

2. Belum optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Alokasi
Dana Transfer dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah Provinsi
Maluku;

e pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor telah terintegrasi antar 11 (sebelas)
Kabupaten/Kota sehingga akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Daerah

dapat lebih ditingkatkan.

e Melakukan perubahan pada Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum dan Jasa

Usaha sehingga menambahkan jumlah objek baru Retribusi Daerah :

- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019 tentang
perubahan atas peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Retribusi Jasa Umum (Bertambah 67 Objek Baru, Total 120 Objek

retribusi Jasa Umum).

- Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa
Usaha Retribusi Jasa Usaha (Bertambah 27 Objek Baru, Total 122 Objek

retribusi Jasa Usaha).




e Telah dibuatnya Peraturan Gubernur Maluku nomor. 22 Tahun 2019

tentang tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah.

e Telah dilakukan koordinasi secara intensif antar Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) guna optimalisasi penerimaan Retribusi daerah.

e Telah dilakukan konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat sebagai

upaya peningkatan pendapatan daerah.




BAB IIT

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,

Dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi
belum melaksanakan penelahaan terhadap Kebijakan Nasional,

Tabel 3
Identifikasi Kebijakan Nasional
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Nama OPD : Badan

Pendapatan Daerah Kebl? akan Sumber Keterangan
o Nasional
Provinsi Maluku
(1) (2) (3) (4)

B. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini untuk menunjukkan suatu
kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan
sasaran serta cara untuk mencapai tujuan untuk jangka waktu satu sampai lima
tahun. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah
perjalanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan kriteria dan
kewenangan yang dimiliki. Dalam hal ini, penetapan angka waktu pencapaian
tujuan adalah tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Penjabaran dari tujuan
secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran.
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Maluku, maka Tujuan Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:
1) Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan
Ekstensifikasi;
2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui

tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah




sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi
pada hasil.
Sasaran yang akan dicapai berdasarkan rumusan Misi oleh Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kondisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sangat bergantung pada
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tingkat pertumbuhannya mengalami

penurunan bahkan pada tahun tertentu mengalami pertumbuhan negatif.

Jika kondisi tersebut ini dibiarkan terus-menerus maka akan mengancam
pendapatan maupun perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan tindakan

penyelamatan yang inovatif.

Dalam konteks inilah diperlukan berbagai kegiatan yang dilakukan secara
bersamaan pada berbagai aspek sehingga Estimasi Pertumbuhan yang
dilakukan berdasar pada dampak inovasi yang dilakukan dapat menghasilkan

titik balik positif.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Dalam upaya pencapianan Sasaran Kinerja oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Maluku, maka pada Tahun 2022 ditargetkan Pencapaian Kinerja sebagaimana

tergambar dalam Tabel dibawah ini :
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TABEL 5
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

TAHUN 2020 TAHUN 2021

PERSENTASE PENINGKATAN PAD 2% 13,12% 5%

2. | STANDAR KEPATUHAN

Sedang Sedang Sedang
PELAYANAN PUBLIK

SUMBER : Laporan Keuangan BAPENDA PROMAL TAHUN 2020 & HASIL EVALUASI PELAYANAN PUBLIK OLEH
KEMENPAN-RB.

Berdasarkan target Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama tahun
2021, untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2022,
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku merencanakan program dan kegiatan

tahun 2022.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagaimana terlampir dalam lampiran Il.




PENUTUP

Dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Maluku dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Maluku ini diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan tersinergi

dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Rencana Kerja (RENJA) ini adalah upaya untuk memberikan gambaran tentang
Usulan Rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
yang  akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sebagai implementasi dari tugas
pokok dan fungsinya, serta untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)

tahun lalu.

Disadari betul bahwa Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari kesempurnaan,
untuk itu kritik dan saran yang bersifat Konstruktif sangat dharapkan untuk

penyempurnaan dalam penyusunannya dimasa mendatang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Maluku,

Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi., M.Si

Pembina Tk |
NIP. 19710212 199803 1 012
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